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Abgtract:

Thisarticleded sphilosophically with thewar crimesagainst humanity intheinternational law. The
study focuses on the understanding of what we mean by thewar crimeand itshistorical develop-
ment. Thewar crimespresupposethelist of theunlawful materialsor crue actionsby whichwemean
violation against humanity. The author offersanalysis of war crimesfrom the perspective of the
internationd law or internationa convention concerningwar. Hesuggeststhat the knowledge of what
may becaled“war crimes’ isindispensable, asour timeisat war (actualy war onlrag by the Allies).
Inaddition, inawar-timethelaw enforcement seemsto beinvainaswell. Theauthor triestoimpose
the indisputable human treatment toward those who areinvolved in war. The people should be
respected humanly regardlessof war-time.
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Orang berkatabahwadi saat perang hukum-hukum membisu. Kebisuan
hukum-hukum itu berkembang ke suatu poladan pring p hidup yang |ebih kompetitif:
dalam perang dan asmara, segala sesuatu sah-sah sgja; ada kebohongan dalam
asmara, ada kebiadaban dalam perang' . Kebiadaan itu terjadi tatkala orang tak
mempedulikan lagi hukum-hukum dan tataperistiadatan berperang.

Tema yang diangkat dalam tulisan ini adalah Kejahatan-kejahatan
Perang dalam Hukum Internasional. Yang hendak disoroti adal ah pengertian
tentang kegjahatan perang dan perkembangan singkat dari konsep tersebut dalam
tatanan Hukum Internasional, serta materi-materi yang dikategorikan sebagai
ke ahatan itu. Dengan demikian orang dapat menilai apakah seseorang adalah
pelaku kejatan perang atau bukan, tanpa harus mendengarkan vonis yang
dijatuhkan oleh tribunal tertentu. Akan disoroti pula pandangan Gaudium et
Spes berkaitan dengan perang dan kejahatan-kejahatannya, sebagaimana
dimaksudkan oleh Hukum Internasional .

1 Bdk. M. Walzer, Guerre giuste e ingiuste: Un discorso morale con esemplificazioni storiche, Liguori
Editore, Napoli 1990, him. 15.
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1. PENGERTIAN

| stilah kejahatan perang digunakan secarapopul er dalam pembicaraan masa
Kini. Tentu sgjahal tersebut mengacu kepadakejahatan-kejahatan peperangan?,
namun maknayang sesungguhnyati daklah sekadar berkaitan dengan berbagal korban
peperangan atau kengerian-kengerian yang didatangkannya. laharud ah dipahami
dalam sebuah daerah permainan bahasa tertentu, terutama dalam Hukum
I nternasional, yang memberikan maknakhusus dan garis-garisbatasanny&®.

Definisi kejahatan perang dijumpai dalam artikel. 6 dari Statuta Tribunal
I nternasiona Neuremberg tahun 1945 yang terlampir dalam Persetujuan London, 8
Agustus1945*. Dokumen ini mengkategorikan kejahatan perang sebagai salah satu
dari tigakejahatan internasional, selain kejahatan melawan damai dan kejahatan
terhadap kemanusiaar® .

Keg ahatan-keg ahatan melawan perdamaian ia ah perencanaan, persiapan,
pembukaan dan penerusan sebuah perang agres atau perang yang melawan berbaga
persetujuan atau perjanjianinternasiond, atau ambil bagian dalam salah satu tindakan
tersebut. Kgjahatan-ke ahatan perang adalah ial ah pelanggaran terhadap hukum-
hukum atau kebi asaan-kebi asaan berperang. Pelanggaran-pe anggaran itu meiputi,
antaralain, pembunuhan yang dikehendaki, penganiayaan, deportas perlakuanyang
tidak manusiawi terhadap yang terlukamaupun sakit, tawanan perang dan warga
sipil; berbagal tindakan kekerasan lainnyayang tergolong dalam pelanggaran berat
sebagaimana dimaksudkan oleh Hukum Internasional. Kejahatan terhadap
kemanusiaaniad ah pembunuhan yang dikehendaki, tindakan pemusnahan suatu suku
bangsa, deportasi serta berbagai tindakan yang tak berperikemanusiaan yang
dilakukan terhadap penduduk sipil baik sebelum maupun selama peperangan,
penindasan karenaalasan politik, rasdan keagamaan, dil.

Sistem pembagian atastigakategori di atas dilakukan jugaoleh Tribunal
Militer untuk Timur Jauh yang ditandatangani di Tokyo pada 19 Januari 1946.
Menyangkut gagasan ke ahatan-ke ahatan perang, Tribunal tersebut menggari sbawahi:
“K g ahatan-kejahatan perang adal ah kejahatan-ke ahatan yang bertentangan dengan
konvensi-konvens tentang peperangan. Yakni pelanggaran atas hukum-hukum dan
kebi asaan-kebiasaan berperang”®.

2 Bdk.L.ConporeLLl, “Il sistemadellarepressionedel crimini di guerranelle Convenzioni di Ginevradel 1949
e nel Primo Protocollo Addizionale del 1977” dalam PL. Zanarpl dan G venturing, Crimini di guerra e
competenza delle giurisdizioni nazionali, Guffre, Milano 1998, him. 25.

3 Bdk.SRR. Ratner, “ Crimini di guerra: categorie” ddam R. Gutman dan D. Rierr, Crimini di guerra: Quelloche
tutti dovrebbero sapere, Contrasto Internazionale, Roma, 1999, him. 117.

4 Bdk. Y. DinsteIN, “ Thedistinctions between war crimesand crimes against peace” dalam Y. Dinstein dan M.
Tasory, War Crimesin International Law, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/ Boston/ London 1996,
him. 1.

5 Lihat artikel 6; teks diambil dari P. Verri, Diritto per la pace, diritto nella guerra, Edizioni speciali della
“Rassegnadell’ Armadel Carabinieri”, Roma 1980, p. 610. Teks-teks yang dikutip dalam tulisan ini, baik
langsung maupun tidak, merupakan terjemahan kami.

6  Piagam Tribunal Militer untuk Timur Jauh, art. 5b. Teks, lihat P. Verri, Diritto per lapace..., him. 620.
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Adaberbagai upayadari paraahli Hukum Internaziona untuk menjelaskan
makna dari kejahatan-kejahatan perang itu. Menurut Beneddetto Conforti,
kejahatan-ke ahatan perang ada ah pel anggaran-pel anggaran berat terhadap norma-
normainternasional dari hukum perang, terutamanorma-normayang bermaksud
menjadikan sebuah perang |ebih manusiawi’. Conforti tidak menunjukkan secara
eksplisit hukum-hukum atau kebi asaan-kebiasaan yang mana. Ini berbedadengan
L.C. Green, yang secarakhusus mengacu kepada hukum-hukum atau kebi asaan-
kebi asaan berperang yang dijumpa dalam Konvens DenHaag 1V tahun 1907 tentang
hukum-hukum dan kebi asaan-kebiasaan perang darat, Deklaras Petersburg tahun
1868, Konvens-konvens Jenewatahun 1949, dan Protokol-protokol Jenewatahun
19778.

2. PERKEMBANGANHISTORIS

K g ahatan-kejahatan perang tidak |ain adal ah sebuah akibat langsung dari
diabaikannyaiusad bellumdaniusinbello, dan hal tersebut tidak terpisahkan dari
sgjarah peperangan itu sendiri®, terutamaberkaitan dengan saat-saat menentukan
sekitar diadakannya pembicaraan tentang peperangan, dan mempengaruhi
karakteristik dari perundangan dan kebiasaaan berperang'®. Pelanggaran terhadap
hukum dan kebiasaan berperang pun telah ada sejak zaman purba'* Hukum dan
kebiasaan berperang yang kitamiliki saat sekarang berakar dalam kebudayaan
purba dan kebudayaan modern, dan menampilkandiri sebagal salah satutemautama
dari Hukum Internasional*?. Bahkan, menurut Timothy L.H. McCormack, untuk
melihat gagasan-gagasan tentang kejahatan perang, orang perlu melihat kontribus
dari berbagai budayadan tradis keagamaan'3.

2.1. Zaman Purba

Christopher Greenwood dari Magda ene College, Cambridge menunjukkan
beberapa point penting tentang hukum dan tata berperang di zaman purba. Suku
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Bdk. B. Conrorri, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli 1999, him. 205.

Bdk. L.C. Green, Essaysonthe Modern Law of War, Transnational Publishers, New York 1984, him. 215.
Bdk. C.J. GReenwoob, “Historical development and legal basis’ dalam D. FLeck (editor), The handbook of
Humanitarian Lawin Armed Conflicts, Oxford University Press, Oxford 1995, him. 12.

Bdk. R. Bierzanek, “War crimes: history and definition”, dalam M.C. Bassiouni dan M.P. Nanpa, Interna-
tional criminal law, Charles C. Thomas, Spingfiel, [1linois 1973, him. 559.

Bdk. D.A. WELLs, War crimes and laws of war, University Press of AmericaLenham/ New York / London
1984, him. 1.

Bdk. S.R. Ratner dan J.S. AeBrams, Accountability for human rightsatrocitiesin International Law beyond
the Nuremberg Legacy, Clarendon Press, Oxford 1997, him. 78.

Bdk. T.L.H. McCormack, “From Sun Tzuto the Sixth Committee: Theevol ution of International Criminal Law
Regime”, dalam T.L.H McCormack dan GJ. Simpson, The Law of Crimes: National and International
Approaches, Kluwer Law International, The Hague/ London / Boston 1997, him. 31-32.
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bangsa Sumeri beranggapan bahwa perang merupakan suatu keadaan yang diatur
oleh hukum yang antaralain hendak menjamin kekebal an rakyatnyadari ancaman
kekuatan musuh. Perang dimulai dengan sebuah pernyataan perang dan diakhiri
dengan sebuah perjanjiandamai’4. Kitab Hamurabi menggarisbawahi perlindungan
orang-orang lemah dari penindasan orang yang kuat, dan memerintahkan agar para
tawanan dibebaskan dengan membayar uang tebusan®. Budaya Persia pada abad
ketujuh sebelum Masehi menekankan suatu perlakuan yang manusiawi terhadap
musuh, misalnya dengan merawat mereka seperti layaknya merawat serdadu
sendiris.

Gagasan yang lebih s semati stentang hukum-hukum perang dan peanggaran-
pelanggarannyadijumpai sekurang-kurangnyapadaabad ke enam sebelum Masehi,
yakni di zaman Sun Tzu. Dalam karyanya digarisbawahi prinsip-prinsip untuk
melindungi paraserdadu yang kalah dan memperlakukan merekasecaramanusiawi,
pring p propors ondlitas dalam penggunaan kekuatan senjata, sertapringp tanggung
jawab seorang pemimpin'’ . Sementaraitu dalam kebudayaan Yunani pada abad ke
empat sebelum Masehi telah dijumpal gagasan tentang pentingnyakesetiaan kepada
sumpah untuk mematuhi prins p-prins p perang, dan sigpayang melanggar hukum-
hukumitu akan dipandang sebagai orang yang bersumpah palsu®.

Dalam budayahindu padasekitar tahun 200 sebelum Masehi dijumpai suatu
tahap yang lebih maju, yakni tentang bagaimanamenghadapi kej ahatan-kejahatan
perang, sebagaimana diungkapkan dalam Manu Smriti®®.Teks tersebut
mengungkapkan tiga prinsi p penting dalam hukum perang. Pertama, soa larangan
untuk menggunakan senjata-senjatatertentu. Kedua, menghargai serdadu-serdadu
musuh yang tel ah mel etakkan senjatadan tak dapat bertempur lagi. Ketiga, larangan
untuk membunuh orang-orang yang tidak berpartisipas daam peperangan.

2.2. Pendekatan Eropadalam Abad Pertengahan

Padaabad pertengahan, konsep perangan dan hukum-hukumnyadi pengaruhi
oleh berbagal pandangan teologisdan filosofis. Biasanyaparaahli mengacu kepada
pemikiran Santo Agustinustentang perang adil. Meskipun perang diizinkan dan
dibenarkan atas dasar dlasan yang benar, harudah tetgp dilindungi dalam peperangan
kaum perempuan, orang-orang tua, anak-anak dan yatim piatu® . Dalam perang

BERBER
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Bdk. C.J. GrReenwoob, “Historical...”, him. 12.

Bdk. C.J. Greenwoob, lbid., him. 12.

Bdk. Ibid., him. 13.

Bdk. T.L.H. McCormack, “From SunTzu...”, him. 33-35.
Bdk. R. Bierzanek, “War Crimes...”, him. 559.

Bdk. T.L.H. McCormack, “From SunTzu...” , him. 35; lihat jugaC.J. GrReenwoop, “ Historical Development...”,
him. 13. Bagi Ratner, Manu Shriti ini secarabertahap membukajalan bagi Hukum Romawi dan Eropatentang
perang. Bdk. S.R. RaTnNer, “Crimini di guerra...”, him. 117.

Bdk. C.J. Greenwoob, “Historical development...”, him. 14.
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yangadil itutidak diizinkan tindak pencurian, pembantaian besar-besaran, pengjisan
tempat-tempat ibadat, dan pembasmian musuh?t . Gagasan -gagasan Agustinusini
kemudian dikembangkan oleh Santo Tomasdari Aquinasyang sangat menggaris-
bawahi tigadlemen penting dari hukum perang masakini, yakni sod autoritas, dasan
dan maksud yang benar?.

Francesco dari Vittoriamenempatkan sod perang atasdasar “ hukum kodrat” .
Diamenegaskan lagi kriteriatentang larangan membunuh secara sengajaorang-
orang tak bersalah dan orang-orang yang tak terlibat dalam pertempuran: “ Anak-
anak, kaum perempuan dan parapetani dan semuapenduduk yang cintadamai tak
bol eh diserang bahkan dalam perang melawan orang-orang Turki, sekalipun dapat
diperkirakan bahwaanak-anak itu, setelah bertumbuh, akan memerangi orang-
orangkrigtiani”=.

Perkembangan hukum perang padaabad pertengahan ditandai puladengan
doktrin tentang tanggungjawab pribadi atas pel anggaran terhadap hukum-hukum
dan kebiasaan-kebiasaan berperang. Para penyokong teori hukum kodrat
menegaskan bahwameski pun hukum kodrat dan hukum parabangsatak melarang
perang atasdasar prinsip legitimas, tidaklah dapat diterimaberbagai koflik yang
melanggar hak-hak orang lain. Oleh karenaitu, Hugo Grotius menegaskan bahwa
komunitas bertanggungjawab atastindakan-tindakan dan kelalaian-kelalaian dan
diwgibkan untuk menghukum parakrimina atau mematuhi berbaga permintaan untuk
ekstradis mereka?® .

2.3. Tradis Den-Haag

Sekitar akhir abad ke sembilan belas dan awal dari abad ke duapuluh
komunitasinternasona teah memiliki tekstertulistentang hukum-hukum perang yakni
berupa Hukum Den-Haag, yang merupakan buah dari konferensi-konferensi
diplomeatik tentang berbagai persod an seputar pengaturan perang® . Dalam Hukum
Internasiona, Den-Haag berkembang sebagai suatu tradis tentang hukum-hukum
perang yang diaplikas kan selama peperangan.

Hukum atau peraturan Den-Haag terdiri atasdua. Yang ditandatangani pada
29 Juli 1899 memuat tigadeklarasi. Sementaraitu Den-Haag tahun 1907 memuat
tigabdaskonvend, namun paraahli menggarisbawahi pentingnyakonvens keempat
tentang perang darat. Tekstersebut memuat —antaralain - tentang larangan untuk
membunuh atau melukai secaracurang orang-orang yang menjadi anggotadari

2

Bdk. C. MeLLon, | Cristiani di frontealla guerra ealla pace, Queriniana, Brescial986, him. 105-108.

Bdk. M. ToscHi, “La Svoltadi Costantino”, dalam V. SaLvopi, Mai piul la guerra. Per una teologia della
pace, EdizioneLaMeridiana, Molfetta1998, him. 141-142.

C. MELLON, | Cristiani di fronteallaguerra..., him. 112.
Bdk. R. Bierzanek, “War Crimes...”, him. 560.
Bdk. S.T. Ratner dan J.S. Asrams, Accountability for human rightsatrocies..., him. 79.
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pasukan musuh, larangan untuk membunuh dan meluka musuh yang tak mempunyai
lagi sarana-saranauntuk membeladiri; larangan untuk menggunakan senjatayang
mengakibatkan kerugian besar-besaran; larangan untuk membinasakan hak milik
orang yang beradadi luar keperluan perang®. Justru hukum-hukum Den-Haag
1907 inilah yang menjadi bahan acuan untuk Tribunal Neuremberg untuk mengedili
penjahat-penjahat perang yang dipercayakan kepada pengadilannya, dan Tribuna
Tokyo untuk mengadili penjahat-penjahat perang di Timur Jauh?” .

2.4 Tradis Jenewa

ApabilaTradis Den-Haag diidentikkan dengan hukum perang, tradis Jenewa
dikena dengan hukum kemanusiaan, yang beradadi bawah benderapalang merah
yang didirikan oleh Hendry Dunant. Pengalaman yang mengerakkan Dunant ialah
peperangan di Solforino padatahun 1859, ketika40.000 serdadu Austria, Prancis
danItdiatdahmenjadi korbar?®. Ituterjadi karenakurangnyaupaya-upayasistematis
untuk memberikan bantuan kepadamerekayang ambil bagian di medan pertempuran,
bahkan paratenagamedisitu sendiri tidak dilindungi dari perbagai serangan dan
penangkapan. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwaK onvensi-konvens
Jenewamemiliki sasaran dan medan cakupan demi keperluan kemanusiaan.

Adapun yang terkenal dari tradisi Jenewa adalah Konvensi 1949, yang
beriskanrefleks-refleks yang semakin matang terhadap penga aman peperangan.
Konvensi ini telah merangkum warisan-warisan sebelumnya dan memberikan
penekanan yang sangat kuat berkaitan dengan persoalan penduduk sipil (bagian ke
empat). Antonio Massieno menegaskan bahwa bagian ini bertitik tolak dari
pengalaman Perang Duniall, tatkala penduduk sipil tak bersenjata, orang-orang
sakit, anak-anak, kaum perempuan, orang-orang tua, telah menjadi korban
penyerangan yang tak pandang bulu, tanpa pembedaan antarasipil dan petempur
legitim dan jatuh ke tangan musuh, menjadi sasaran pembunuhan, pembantaian,
deportad, kerjapaksa, dan berbagai tindakan lainnyayang tak berperikemanusiaan?®.

ApabilaKonvens Jenewa 1949 dicermati, tampak bahwa sesungguhnya
beberapagagasan tentang perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma-norma
perang itu telah ditampilkan jugadalam Konvens Den-Haag 1899 dan 1907. Hal
tersebut menunjukkan suatu perkembangan dari Hukum Internasiond itu sendiri untuk

26 Sebuah komisi yang dibentuk oleh Konferensi Paris tahun 1919 menyajikan tiga puluh dua pelanggaran
terhadap hukum dan kebiasaan berperang yang terjadi selama Perang Dunia pertama. Sebagian besar dari
kejahatan tersebut telah dijumpai dalam hukum Den Haag 1907. Bdk. R. Bierzanek, “War Crimes: history an
definition...”, him. 563-564.

21 Bdk. GI.A.D DraPeR, “The Modern Pattern of War Criminality”, dalam Y. Dinstein dan M. Tasory, War
CrimesinInternational Law..., him. 148-149; lihat Juca D.A. WELLs, War Crimesand Lawsof War ..., him.
46-47.

Bdk. D.A. WELLs, An Enciclopedia of war and ethics, Greenwood Press, London 1996, him. 157.
Bdk. A. MEssiNeEo, “Diritto Umanitario ediritti umani” dalam CiviltaCatolicall/1971, him. 135-136.
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memadukan ide-idetradis Den-Haag dengan tradis Jenewa, dimanakaum sipil
dimasukkan ddam kategori baru pertempuran, dan memadukan pring p proporsiondi-
tas dengan argumen tentang kepentingan militer®.

Meskipun masing-masing dari keempat konvens Jenewa 1949 mempunyai
kekhasaanya, konvensi-konvensi itu menyagjikan juga tentang pelanggaran-
pelanggaran berat. Sebagian dari materi-materi itu dijumpal ddam kategori kg ahatan-
kejahatan perang dan kejahatan-ke ahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang telah
ditampilkan oleh Tribunal Neuremberg tahun 1945 .

2.5 DuaTradis dari Hukum yang Sama

Pembahasan tentang kejahatan—kejahatan perang sebagal pelanggaran atas
hukum-hukum dan kebiasaan-kebi asaan berperang yang menampilkan duatradis
yakni Den-Haag (tradis hukum perang) dan Jenewa(tradis hukum kemanusiaan),
menimbulkan pertanyaan: gpakah keduanyamemang sungguh terpisah, atau adakah
dikotomi antarakeduanyada am melihat persod an perang?Harud ah digarisbawahi
bahwalatar belakang dari keduahukum ituialah pengalaman—pengalaman yang
mengerikan tentang peperangan. SementaraJenewamenghadapinyadengan sgumlah
konvens yang didasarkan atas prinsip kemanusiaan, Den- Haag menghadapinya
dengan menghasi|kan sgjumlah keputusan tentang berbagal perilaku yang dibolehkan
dantak diperbol ehkan dalam berperang. Namun keduanyamerupakan suatu hukum
yangsama.

Studi yang dilakukan oleh Natalino Ronzitti menunjukkan bahwakedua
kelompok hukum di atasjustru menyatu dalam Protokol Jenewatahun 1977, ter-
utamaProtokol | tentang perlindungan terhadap korban-korban dari konflik senjata
internagond® . Dalam konteksini, baik hukum-hukum perang maupun hukum-hukum
kemanusiaan dapat berfungs bersamauntuk melihat materi-meateri kejahatan perang.
Sehinggalahirlah anggapan bahwalingkup dari hukum-hukum Den-Haag maupun
hukum-hukum Jenewaadalah demi nilai-nilai kemanusiaan, yakni mengurangi
kekejaman-kekejaman yang diakibatkan oleh peperangan, sebagal tanggapan
terhadap tuntutan perkembangan moralitas bangsamanusiayang mendesak untuk
mengurangi hingga padatitik seminim mungkin penderitaan, pengrusakan dan
pembinasaan yangtidak perlu®.

Oleh karena itu, artikel 85 dari Protokol | menyajikan pelanggaran-
pel anggaran berat —dengan demikian add ah kejahatan perang —atastigakategori®.

D Bdk. E. CHabwick, Self determination, terrorism, and International Law of armed conflict, Martinus Nijhoff
Publishers, TheHague/ Boston/ London, 1996, him. 75.

Konvens Jenewal, art. 50; Konvensi |1, art. 51; Konvensi |1, art. 130; Konvensi |V, art. 147.
Bdk. N. RonziTTi, Diritto Internazionale dei conflitti armati..., him. 102-103.

Bdk. P. Verri, Appunti di Diritto Bellico, Edizioni speciai della“ Rassegnadell’ Armadei Carabinieri”, Roma
1982, him. 4.

A  Tekslengkap dalam edisi Italiadijumpai dalam P. VerRri, Diritto per lapace..., him. 477-478.
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Pertama, gpabilasebuah pel anggaran berat dil akukan kepada paratawanan perang,
melawan orang-orang yang luka, orang-orang sakit dan orang yang karam. Kedua,
gpabiladilakukan dengan senggjadan mengakibatkan kematian atau kerugian yang
besar terhadap integritasfisik atau kesehatan, penyerangan terhadap wargasipil,
atau orang yang tak ambil bagian dalam pertempuran. Ketiga, deportas atau
pemindahan penduduk sipil yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa, berbagai
keterlambatan yang tak beral asan dalam pemulangan tawanan perang atau warga
sipil, praktek apartheid atau berbagai tindakan yang tak berperikemanusiaan, serta
penyerangan ketempat-tempat yang dilindungi.

3. INTER-RELASI ANTARAKEJAHATAN PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN

Tribuna Nurimberg dantribunal Tokyo seladu membahaskejahatan perang
dan kg ahatan terhadap kemanusi aan secarabersamaan. Bahkan Tribunal untuk
ke ahatan-kejahatan perang di Ex Yugoslavia secarajel as mengacu kepadasistem
pembahasan keduatribunal itu®

Gagasan kg ahatan perang ddam perspektif kemanusiaan dijumpal baik ddam
tradis hukum-hukum perang maupun hukum-hukum kemanusiaan. Keduanyaberjaan
bersama. M. Scherif Bassiouni menggarisbawahi bahwaasal-usul dari kejahatan
melawan kemanusiaandijumpal justru dalam peraturan tentang konflik bersenjata
atau peperangan® . Justru dalam peraturan itulah dapat dijelaskan sebuahinter-relas
antara kejakatan-kejahatan perang dengan kejahatan-kejahatan terhadap ke-
manugaan.

K g ahatan-ke ahatan perangitu lebih sempit dibandingkan dengan kejahatan-
kejahatan terhadap kemanusiaan®’. K g ahatan perang itu berkaitan dengan pelang-
garanterhadap hukum-hukum dan kebi asaan-kebi asaan perang sd amaberlangsung-
nyaperang atau konflik senjata. Sementarake ahatan terhadap kemanus aan dapat
terjadi sebelum atau selama berlangsungnya perang atau konflik senjata. Materi
kg ahatan-keahatan perang id ah bebergpadari materi kg ahatan-keg ahatan terhadap
kemanusiaan®. Bagi keduanyaberlaku prinsip-pring p hak-hak asas manusia, yang
berkaitan dengannya, dan yang diukur olehnya®.

b Tekslengkap dari Tribunal untuk Ex Yugoslavia, ditemukan dalam Y. Dinstein dan M. Taeory, War Crimesin
International Law..., him. 407-421. Materi yang berkaitan dengan temaialah art. 2-5.

¥ Bdk. M.C. Bassiount, , Crimesagainst humanity in International Criminal Law, Kluwer Law International,
TheHague/ London/ Bostor 1999, him. 41-49.

Bdk. M.C. Bassiouni, Crimesagainst humanity..., him. 60-82.
Lihat catatan nomor .... Dalam karyaini.

Bdk. H.S. Levig, “Violations of humanrightsintime of war aswar crimes’, dalam Y. Dinstein dan M. Tabory,
War crimesin Internatioal Law..., him. 123-139.
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4. DELAPAN KEJAHATAN PERANG TERHADAPPRIBADI MANUSIA

Daam Hukum Internasional, teks-teks yang berkaitan dengan kejahatan
perang terhadap pribadi manusiasangatlah kaya Baik hukum-hukumyang membahas
peperangan atau konflik senjatainternasional maupun konflik senjataberskala
nasiond, menampilkan daftar pel anggaran-pe anggaran berat yang merupakan materi
ke ahatan perang. Untuk perang yang berskadainternasiond, digunakanlah Konvens-
konvens Jenewa 1949 dan Protokol | 1977. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran
berat yang berkaitan dengan perang atau konflik senjatanasiond, digunakanlah artikel
3 dari Konvensi-konvens Jenewa 1949 dan Protokol 11 1977. Tentu tak dapat
diabaikan begitu sajaKonvens Den-Haag, sebab bersamaan dengan Konvensi
Jenewa 1949 dan Protokol -protokol nya, menygikan tentang materi-materi kejahatan
perang™.

Untuk memperol eh suatu gambaran yang menyel uruh tentang kejahatan-
kejahatan perang terhadap pribadi manusia, dapatlah disgjikan artikel 147 dari
Konvens JenewalV 1949:

“Pelanggaran-pel anggaran berat yang ditunjukkan oleh artikel sebelumnya
adalah yang termasuk satu atau lainnyadari perilaku berikut, apabiladilakukan
terhadap pribadi manusia...: pembunuhan yang dihekendaki, penganiayaan atau
perlakuan-perlakuan yang tidak berperikemanusiaan, termasuk eksperimen-
eksperimen biologis, perbuatan yang secara sengajamengakibatkan penderitaan-
penderitaan berat atau cacat fisk atau kesehatan, deportas atau pemindahanilegal,
penahanan-penahananilegd, perbuatan yang memaksaseorang yang dilindungi untuk
berbakti bagi kekuatan-kekuatan bersenjatadari pihak musuh, atau perbuatan yang
merenggut yang bersangkutan dari haknyauntuk diadili menurut peraturan yang benar
danadil, ... penangkapan untuk penyanderaan...” .

4.1 Pembunuhan yangDikehendaki atau Disengaja

Perang dii dentikkan dengan pembunuhan, namun hanya ahtindak pembunuhan
yang disenggjayang dianggap oleh Hukum Internasional sebagai kejahatan perang.
Korban yang ditimbulkannyasela u jauh mel ebihi apayang bisadihitung, dan hal
tersebut menjadi sebuah pengalaman tragisyang sangat memilukan bagi bangsa
manusa®.

40 Salah satu model penggunaan bersama dari ketiga hukum itu ialah penyidikan yang dilakukan oleh PBB

4

terhadap berbagai kejahatan perang yang terjadi di Ex Yogoslavia. Penggunaannya untuk perang itu sangat
aktual, karenaperangitu sendiri mempunyai karakter nasional daninternasional sekaligus. Bdk. M.C. Bassiouni,
Indagine sui crimini di guerranell’ ex Jugoslavia. L’ operato dalla Commissione degli Esperti del Consiglio
di Scurezza eil suorapportofinale, Giuffre, Milano 1997, him. 25-26.

P. Verri, Diritto per lapace..., him. 426,

Bdk. AMNESTY INTERNATIONAL, Bosnia Erzegovina: Rapporto sulle violazioni dei diritti umani, Edizioni
Sonda, Milano 1993, him. 39-47.
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Keempat Konvens Jenewamenampilkantemaini secaragamblang. Konvens
Jeneval ddamartikel 50 mel arang penergpan perilaku yang demikian kepadaorang-
orang yang terlukadan sakit dalam perang darat. Orang lukadan sakit itu sendiri
dengan sangat jel as ditunjukkan oleh Protokol | Jenewa 1977, yakni orang-orang,
baik militer maupun sipil yang beradadalam situas bahaya, baik karenatrauma,
penyakit atau kelemahan lainnya, baik fisik maupun mental, yang membutuhkan
perawatan medisdan yang menarik diri dari pertempuran. Termasuk dalam kategori
ini ialah ibu-ibu yang baru melahirkan, bayi-bayi dan orang-orang lain yang
membutuhkan pel ayanan medis secepatnya, seperti orang-orang cacat danibu-ibu
yang sedang hamil“%, Orang-orang yang disebutkan itu dipandang sebagai orang-
orang lemah dan tak berdaya™. Apabilamerekayang dikategorikanlemahini tetap
terlibat dalam pertempuran, mereka tidak mendapatkan perlindungan dan
perawatan®.

Kategori di atasdiperluasapabiladikaitkan dengan Konvens [l Jenewa1949
tentang perbaikan kondis orang terluka, sakit dan karam dalam perang laut. Artikel
8 Protokal | 1977 secararingkas menunjukkan sigpasg ayang dikategorikan sebagal
orang karam, yakni baik militer maupun sipil yang beradadaam bahayabaik di laut
maupun jenisair lainnya, akibat ma gpetakayang menimpasaranatrangportas mereka
danyang menarik diri dari berbagai aktivitaspertempuran. Orang yang beradadalam
situas yang demikian tak lagi mempunyai kemampuan untuk berpartisipas dalam
pertempuran, bahkan merekatak mampu lagi untuk membeladiri sepantasnya
terhadap berbagal ancaman. Orang yang demikian mempunyai hak untuk diper-
lakukan seperti orang terluka dan sakit dalam perang darat, yang berarti pula
dibebaskan dari berbagai tindak pembunuhan sengaja®.

Konvens Jenewal dan Konvens Jenewall menggarisbawahi larangan
pembunuhan terhadap para petugas keagamaan dan tenagamedis. Para petugas
tersebut hadir di medan perang demi kepentingan orang terluka, sakit dan karam,
oleh karenaitu merekaberhak mendapatkan perlakuan yang setimpal dengan bakti-
bakti mereka" . Apabilamerekamenjadi korban pembunuhan yang disenggjaoleh
pihak-pihak yang bertikai, tindak tersebut dianggap sebagai kej ahatan perang™.

Para tawanan perang pun tak boleh dijadikan korban pembunuhan. Itu
ditegaskan olen Konvens |11 Jenewa. Daam kondisinyasebagai tertawan, mereka
kehilangan kebebasannya® , tetapi status mereka sebagai pribadi tetap ada. Bahkan

Bdk. P. Verri, Diritto per la pace..., him. 440.

Bdk. M. Fricessi bi RATTALMA, Nazione Unite e danni derivanti dalla guerra del Golfo, Giuffre, Milano 1995,
him. 276-277.

Bdk. W. RaBus, “Protection of the wounded, sick, and shipwrecked”, dalam D. Fleck, The Handbook of
HumanitarianLaw..., him. 294.

Bdk. W. RaBus, “ Protection of wounded, sick, and shipwrecked...”, him. 295.
Bdk. Konvensi |, art. 6-7; Konvensi |1, art. 5-8; Protokol |, art. 8 c-d.
Bdk. W. RaBus, “ Protection of wounded...”, him. 371, 308-309.

Bdk. H.W. ELLiotT, “Prigionieri di guerra: campi di detenzione”, dalam R. Gutman danD. Rierr, Crimini di
guerra..., him. 280-281.

B8NS & &Y

168 \ol. 2 No. 2, Oktober 2002




ddam situas tertawan, merekaharus mendapatkan perlindungan yang lebih besar,
mengingat ancaman nyatakeselamatan hidupnya®.

Konvens 1V Jenewaddamartikel 147 mengganggap sebagal suatu kegjahatan
perang apabiladilakukannya pembunuhan yang disengajaterhadap kaum sipil.
Tindakan tersebut bertentangan dengan pring p utamaperang yang tak boleh diarahkan
kepadawargasipil® . Wargasipil yang tidak ambil bagian dalam pertempuran dan
tak mel aksanakan satu pun karyaberkarakter militer, tak boleh dibunuh.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa Konvensi-konvens Jenewa
menganggap sebagal pelanggaran berat pembunuhan terhadap orang terluka, sakit
dan karam, parapetugas kesehatan dan petugas keagamaan, sertapenduduk sipil.
L arangan pembunuhan terhadap merekaitu bersifat mutlak® .

4.2 Penganiayaan dan Perlakuan yang Tidak Berkeperikemanusiaan

Penggunaan penganiayaan dan perlakuanyang tak berperikemanusaanlainnya
ddam perangitudilarang®®. Konvens Den-Haag 1V 1907 tak menggunakan istilah-
igtilahtersebut™ . I stilah tersebut secaraeksplisit baru dijumpai dalam Konvensi-
konvens Jenewa 1949 dan Protokol-protokolnya, misdnyadaam Konvens Jenewa
[, art. 12 dan 50. Penyiksaan dan tindakan tak berperikemanusiaan lainnyadapat
terjadi baik secarafisik maupun mental®.

Konvens JenewalV membahastemapenyiksaan daam kaitan dengantema
perlindungan terhadap penduduk sipil selamaperang berlangsung. Konvens ini
menggunakanigtilah“tindak kekerasan” dalam kadar yang samadenganintimidasi®®.
Hal ini menjadikan persoalan semakin kompleks, karenaintimidas yang bertujuan
mendapatkan informas untuk kemenangan itu akhirnyaberbaur dengan tindakan-
tindakan yang tak berperikemanusiaan. Diantara tindakan-tindakan yang tak
berperikemanusiaan itu disebutkan eksperimen biologis.

Eksperimen biologis sesungguhnyamenjadi perangkap bagi umat manusia
karenabagai kan sebuah jaringan produks kematian manusiadan ke ahatan perang® .
Penggunaannyadipandang sebagai kejahatan perang karena bertentangan dengan
sdah satu pring p dasar berperang, yakni tidak merusak hidup manusiadan kesehatan-

50 Bdk.N.RonziTTi, Diritto Internazionale. .., him.143-144.

51 Bdk. H.P. Gasser, “Protection of the civilian population”, dalam D. FLeck, The Handbook of Humanitarian
Law...,him.212.

52  Bdk. K. ScHork, “Horsde Combat”, dalam R. Gutman dan D. Rierr, Crimini di guerra.. ., him. 195-196.

53 Bdk. N. Porg, “Tortura’, dalam R. Gutman dan D. Rierr, Crimini di guerra..., him. 364-365. Lihat jugaS.R.
RATNER dan J.S. Asrams, Accountability for human rightsatrocities..., him. 110-113.

54 Lihatart. 4danart. 44.

% Bdk. M. Fricessl b RattaLma, Nazione Unite ..., him. 281.

5% Bdk.Art. 27.

57 Bdk.H. Harris, “Esperimenti Biologici”, dalam R. Gutman dan D. Rieff, Crimini di guerra..., him. 143-145.
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nya. Penggunaan manusiauntuk eksperimen biol ogis merupakan sebuah kejahatan
perang yang mendahului kejahatan-ke ahatan yang diakibatkan oleh perang kimia
danperangbiologi.

4.3. Perbuatan yang Secara Sadar Mengakibatkan Penderitaan Berat dan Merusak
IntegritasFisik dan Kesehatan

Bersamaduatematerdahulu, ketiganyamerupakan butir-butir utamayang
adadalam keempat Konvens Jenewa. Protokol Pertama Jenewadalam artikel 4
menggarishawahi bahwa seti ap perbuatan atau keld aian yang menyebabkan bahaya
yang besar terhadap kesehatan dan integritasfisik dan psikis adalah pelanggaran
berat® . Masuk dalam kategori ini id ah pengudungan, pengambilan organ tubuh untuk
eksperimen di bidang medis, dan pengambilan bagian tubuh untuk pencangkokan,
yang tentunyamengakibatkan cacat bagi orang-orang yang seharusnyadilindungi®.
L ebihlanjut, Hans-Peter Gasser menunj ukkan bahwapenggunaan senjatayang sulit
dikontrol, - sementara mengetahui akibat besar yang akan didatangkannya —
merupakan jugakejahatan perang®.

4.4. Memaksa seorang Tawanan Perang untuk Melakukan Pelayanan demi Kekuatan

Musuh

Konvens Jenewalll menggarisbawahi bahwamemaksa seorang tawanan
perang untuk mel akukan pel ayanan militer padakekuatan musuh merupakan sebuah
pelanggaran berat, dan karenanya, adal ah kejahatan perang. Pernyataan tersebut
beradadalam suatu konteks global tentang tawanan perang. Beberapaanalisame-
nunj ukkan bahwa seti ap pembi caraan tentang tawanan perang mencakup tigamotif
utamayang harusdiperhitungkan, yakni persoal an etis, persoa an militer dan politik®.

Artikel 49 dari Konvensi Jenewalll memberikan peluang kepada pihak
penahan untuk mempekerjakan paratawanan perang tetapi untuk jenis-jenispekerjaan
yang tidak berkaitan dengan persenjataan®®. Pihak penahan tak boleh juga
mempekerjakan tawanan perang padabidang-bidang yang merusak kesehatan dan
yang membahayakan®.

Memaksa seorang tawanan perang untuk mengabdi kepada kekuatan
bersenjatamusuh merupakan sebuah ke ahatan karenadengan demikian memaksa-
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Lihat P. Verri, Diritto per lapace..., him. 442-443.

Bdk. H.P. Gasser, “ Protection of civilian population...”, him. 212-213.

Bdk. H.P. Gasser, “ Protection of civilian population®..., him. 220-224; L .C. Green, The Contemporary law...,
him. 151-153.

Bdk. H. FiscHER, “ Protection of prisonersof war”, dalam D. FLeck, The Handbook of Humanitarian Law.. .,

him. 321.

Bdk. N. RonziTTl, Diritto Internazionale dei conflitti armati..., him. 172.
Bdk. H. FiscHEr, “ Protection of prisonersof war...”, him. 354.
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kannyauntuk melayani kekuatan musuh serayamenentang kehendak pribadinya
sendiri. Yang bersangkutan hanyamel akukan pekerjaan secaraterpakse® - danini
bertentangan dengan prinsip dasar penangkapan yang hendak menyelamatkan
Seseorang dari ancaman senjatlamusuh® - sertamenghapus kemungkinan bagi yang
bersangkutan untuk mendedikasikan dirinya kepada pihaknya sendiri. Hal ini
merupakan pelanggaran berat karena memaksa seorang tawanan perang untuk
mengkhianati dirinyadan menjadi pelayan bagi kekuatan lavannye® .

4.5. Tindakan yang M erenggut Seseorang dari Haknya untuk Diadili secaraBenar dan

Seorang tawanan perang berhak mendapatkan perl akuan hukum secarabenar
denadil®” . Persodanini ditampilkan ddam Konvens Jenewal || dan Konvens Jenewa
IV. Hal tersebut berarti bahwalingkup dari kejahatan itu berkaitan dengan tawanan-
tawanan perang dan warga-wargasi pil dalam hubungannyadengan pihak penahan
dan pihak yang melindungi. Setiap orang memiliki hak-hak dan kewgjibannya, dan
kedua-duanyadijamin oleh Hukum Internasional. Konvensi-konvensi tersebut
menunjuk hak-hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa, antaralain: diadianggap
tak bersal ah hingga pada pembuktian kesal ahannya, dihukum hanyaberdasarkan
atas kesalahan yang dilakukannya, mempersiapkan dan menyampaikan pem-
belaannya.

Merenggut seseorang dari hak-haknyauntuk diproses secarabenar dan adil
tak jarang menjadi sebuah pilihan dalam peperangan. Hal tersebut menjadi bagian
dari strategi untuk menciptakan sebuah opini massatentang perang yang sedang
berlangsung. Hal ini menjadi sebuah persodan besar ketika vaiditas dan keabsahan
dari sebuah tribuna diragukan.

4.6. Deportas dan Pemindahan Penduduk secarallegal

Temadeportas atau pemindahan penduduk secarailegal secaraeksplisit
dibahasdalam Konvens JenewalV, yang berarti bahwa hal tersebut berhubungan
dengan perlindungan wargasipil selamaperang. Padatempat tersebut ditunjukkan
bahwadeportas dipandang sebagai pelanggaran berat atau kejahatan perang atas
dasar hukum-hukum atau kebi asaan berperang sebaga manadimaksudkan oleh Tri-

R

Bdk. J. RyLE, “Lavoroforzato”, dalam R. Gutman dan D. Rierr, Crimini di guerra..., him. 214-216.
Bdk. H. FiscHEr, “ Protection of prisonersof war...”, him. 326.

Berdasarkan Konvensi Den Haag |V, Rudiger Wolfrum menegaskan bahwalarangan yang diberl akukan bagi
warga sipil dalam Konvensi tersebut dapat diterapkan pula bagi tawanan perang. Bdk. R. WoLrrum, “En-
forcement of International Humanitarian Law”, dalam D. FLeck, The Handbook of Humanitarian Law...,

Bdk. G Levy, “Processo equo eimparziale’, dalam R. Gutman dan D. Rierr, Crimini di guerra..., him. 289.
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bunal Neuremberg®. Artikel 49 dari Konvensi Jenewa IV bahkan melarang
pemindahan penduduk secara paksadengan motif apapun.

Deportasi atau pemindahan penduduk secarailegal dipandang sebagal
ke ahatan perang karenahal tersebut merupakan suatu tindakan pel emahan kekuatan
secaras stematisdan korban tak memiliki sesuatu kemungkinan untuk meluputkan
dirinya, karenadiaberadadalam ancaman nyatayakni keselamatan hidupnya®.
Orang yang dideportas akan kehilangan segalanya, karenatak jarang terjadi bahwa
tempat dimanamerekapernah tinggal tel ah diperuntukkan bagi yang lain, menurut
kebutuhan orang yang mendeportasi ™.

Ddam kasus-kasustertentu, deportas atau pemindahan penduduk diperlukan
untuk menyelamatkan mereka. Pihak-pihak yang bertikai diwajibkan untuk
mengevakuas penduduk sipil dan menjauhkan merekadari zonaberbahaya. Daam
konteks demikian, dapatlah dipandang sebagai kejahatan perang apabilamereka
tidak melakukan deportasi. Namun deportasi atau pemindahan penduduk demi
keperluan penduduk itu sendiri menjadi suatu tindak ke ahatan apabilastatusdeportas
itu dipertahankan hinggatak |agi adaa asan-a asan untuk melakukannya’. Dengan
katalain, pihak penahan mel akukan ke ahatan perang karenadiamemperpanjang
perlakuan pringp-pringp perang meskipun hal itutak lagi diperlukan secaramiliter
demi keuntungan pihak yang dideportas.

4.7. Penahanan Ilegal

Konvens Jenewal V memasukkanjugadadam daftar peanggaran-pe anggaran
beratnyasoa penahananilegal. Hal tersebut bisadipahami apabilaorang memper-
hatikan duapertimbangan utama . Pertama, ada penahanan yang diperlukan secara
militer untuk menghindari jatuhnyakorban yang berlebihan. Disini penahanandilakukan
demi keuntungan pihak yang menahan dan yang ditahan. K edua, ada penahanan
yang semena-mena, dengan konsekuens dipandang sebaga penahananilega yang
dilakukan bukan untuk keperluan militer keduapihak, gpaagi pihak yang ditahan”.

Titik acuan untuk menilai kejahatan perang dalam sebuah penahananiaah
karakter kemanusiaan™. Perlakuan yang manusiawi itumemiliki beberapaciri utama,
misa nyatertahan harusdilindungi dari berbagai tindakan kekerasan yang merugikan
integritasfisk dan kesehatannya.

&
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Menurut Wolfrum, sebelum Tribunal Neuremberg tidaklah ada kategori hukum yang memandang kenyataan
tersebut sebagai kejahatan perang. M eskipun demikian iaberpendapat bahwa deportasi orang-orang Belgia
ke Jerman selama Perang Dunia Pertamamerupakan sesuatu tindakan yang tercela. Bdk. R. WoLrrum, “En-
forcement of International HumanitarianLaw...”, him. 534.

Bdk. M.C. Bassiouni, Indaginesui crimini di guerra..., him. 66.

Bdk. R. Gutman, “Deportazione’, dalam R. Gutman dan D. Rierr, Crimini di guerra..., him. 126.

Bdk. Artikel 49 dari Konvensi JenewalV.

Lihat artikel 79-116 dari Konvens JenewalV 1949.

Bdk. E.VuLLiamy, “Detenzioneillegal€’, dalam R. Gutman dan D. Rierr, Crimini di guerra..., him. 127-130.
Lihat artikel 37 dari Konvensi JenewalV 1949.
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4.8. Penangkapan untuk Penyanderaan

Menurut Hans-Peter Gasser, peristiwayang menentukan untuk menilai
persoalanini ialah Konvens Jenewatahun 19497, Artikel 37 dari Konvensi itu
menulisbahwa penangkapan untuk penyanderaanitu dilarang.

Praktek penyanderaan atau penangkapan untuk penyanderaan sangat banyak
digunakan dalam peperangan. Orang menggunakanitu sebagai tameng hidup’, demi
keperluan militer penyandera, untuk menjamin keamanannyadari ancaman musuh,
terutamaapabilahal itu terlalu kuat untuk dihadapi. Penggunaan untuk tujuanini
bertentangan dengan Hukum I nternasiona yang melindungi manusiadalam berbagai
situasi perang. Adalah sesuatu yang dilarang oleh Hukum Internasional untuk
mempergunakan manusiauntuk keperluan yang semata-matamiliter”.

5. PANDANGAN GEREJA TENTANG KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM
INTERNASIONAL

K gjahatan-kejahatan perang dalam Hukum Internasional bukanlah semata-
matapersod an hukum, atau persodan politissga, melainkan menyangkut persoaan
mora. Hal ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa padadasarnyaperang merangkum
duaaspek yang tak terpisahkan, kekejaman yang melawan manusiadan Allah®.
Olehkarenaitu, GergjaK atolik tiadahentinyamenggarisbawahi gjarannyatentang
perang dan ke ahatan-kejahatannya, baik melalui seruan-seruan padakesempatan-
kesempatan tertentu, maupun mela ui garan-garan yang bersfat universal. Isi dari
Seruan atau garan-garanituidahnilai-nila mora yang tak tergantikan, sebagaimana
dinyatakan dalam hukum kodrat dan Hukum Internasiona . Salah satu dokumen
terpenting ialah Gaudiumet Spesdari Konslli Vatikan 11, yang merupakan sebuah
pernyataan terkeras menentang kebiadaban perang modern°

Berhadapan dengan penga aman pahit peperangan hinggaPerang Duniall,
kenyataan perang-perang yang sedang berlangsung dan ancaman akan pengalaman
lain yang lebih menyeramkan di masa yang akan datang, Gaudium et Spes
menekankan pentingnyakonvens-konvens internasional tentang persoaan yang
berkaitan dengan peperangan. Artikel 79.3. dari dokumen tersebut menulis:

7B Bdk. H.P.Gasser, “ Protection of thecivilian...”, him. 220.

76 Bdk.R.BLock, “Scudi umani”, dalam R. Gutman dan D. Rierr, Crimini di guerra..., him. 338-341.

77 Bdk. H.P. Gasser, Protection of thecivilian..., him. 221.

78 Bdk. G. ConcerTi, Laguerraelesuetragedie, Edizioni Studium, Roma, 1992, him. 35-42.

7 Bdk. K.H. PescHKE, Etica cristiana. Teologia morale alla luce del Vaticano I1, vol 11, PontificiaUniversita
Urbaniana, Roma 1985, him. 376.

8 B.Haring, Liberi efedeli in Cristo, Teologia morale per preti e per laici, vol. 111, Paoline, Roma 1982, him.

500.

Antonius Janga, Kejahatan-Kejahatan Perang 173




“Mengena masd ah perang terdapat berbagal perjanjianinternasiond yang didukung
oleh cukup banyak bangsa, untuk mengusahakan supaya kegiatan-kegiatan militer
beserta akibat-akibatnyaberkurang kekeg amannya. Misa nyaperjanjian-perjanjian
mengena nasib serdadu yang terlukadan ditahan, dan pelbagai ketentuan yang se-
rupa. Perjanjianitu hendaknyadipatuhi”® . Paraahli berpendapat bahwa perjanjian-
perjanjian yang dimaksudkan oleh Gaudium et Spes adal ah K onvensi-konvensi
Den-Haag, Konvens-konvens Jenewadan berbaga konvens lainyang dimaksudkan
untuk menghindari kebrutalan perang?® . Dalam konteksini, Seruan Gaudiumet
Foesuntuk mematuhi berbagai perjanjian internasional menunjukkan persetujuan
dan dukungan Gergjaterhadap otoritasinternasiona

Gergatidak bisabersikap netral dalam menghadapi kejahatan-keahatan
perang. Dia senantiasa menampilkan dimens teologis dan antropologis dari
peperangan dan kg ahatan-kg ahatannya: “ Semuakegiatan perang, yang menimbulkan
penghancuran kota-kota seluruhnya atau daerah-daerah luas beserta semua
penduduknya, merupakan tindak kejahatan meawan Allah dan manusasendiri, yang
harus dikecam dengan keras dan tanparagu-ragu”®.

6. PENUTUP

Hukum Internasional memberikan batasan yang jelastentang tindakan-
tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam peperangan. Hal tersebut dimaksudkan
untuk menjadikan sebuah perang “ lebih manusiawi” dan mengurangi jatuhnyakorban
yang berlebihar® . Namun batasan-batasan tersebut seakan-akan tidak dipedulikan
lagi kalau perang sudah mel etus, dan korban pun berjatuhan dalam jumlahyang lebih
besar daripada yang dapat diperhitungkan sebelumnyaoleh para aktor perang.
Apalagi peralatan perang padamasakini dapat memangsamanusiadan apapun
secarasangat |eluasa. Perang sungguh-sungguh dapat membinasakan manusiadan
kebudayaannya.

Warga sipil dan semua orang yang tak dapat lagi berpartisipasi dalam
peperangan merupakan subyek-subyek yang dilindungi dan dibebaskan dari
berbagai tindakan yang merugikan, apalagi membinasakannya®. Mereka
dilindungi oleh Hukum Internasional dan pring p-prinsp dasar kemanusiaan., yang
sama-samamenggaris-bawahi pentingnyamenghormati hidup dan menghormati

Dokumen Konsili Vatikan I1, “Gaudium et Spes* , terj. R. Hardawiryana, Obor 1993, art.79.3, him. 619.

Bdk. H. VorcrIMLER (ed.), Commentary on the Documents of Vatican |1, vol. V, Burns& Oates/ Herder and
Herder, London/New York 1969, him. 352.

“Gaudium et Spes’, art. 80.4, him. 621.

Bdk. G. VenTuRriNi, Necessita e proporzionalita nell’ uso della forza militare ini Diritto Internazionale,
Giuffre, Milano 1988, him. 145.

Bdk. G. PonTara, “Guerraetica, eticadellaguerraetitelaglobaledel diritt”, dalam FONDAZIONE INTERNAZIONALE
LEeLio Basso, La pace ediritti fondamentali, Edizione dell’ Universita Popolare, Roma, 2001, him. 91-111.
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pribadi dan perlunyamenghindari dalam peperangan berbagai tindakan yang secara
intrinsik adalah jahat® .

Perang adalah sebuah kenyataan yang khas, yang mempertaruhkan di
dalamnyahidup manusiasendiri. Karenaitu Hukum I nternasional mengupayakan
semaksimal mungkin mengatur perang agar menghindari terjadinyakejahatan-
kejahatan perang. Gerggamendukung inisiatif Hukum Internasional ini karena
panggilan Gergjaadd ah demi kesdlamatan umat manusia. Ini merupakan suatu mis
Gergayang sangat aktua untuk menghadirkan budayakehidupan di tengah berbagai
ancaman budayakematian yang sedang menggerogoti kita.
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